V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1.

Pertimbangan Hukum oleh Hakim Mahkamah Agung dalam memberikan Putusan Bebas
Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat yang dilakukan oleh Anggota TNI (Perkara No.
16K/MI1L/2008) yaitu ; Maelis Hakim menganggap bahwa Pemohon Kasasi tidak dapat
membuktikan bahwa putusan tersebut merupakan pembebasan yang tidak murni, karena
Pemohon Kasas tidak dapat mengajukan aasan-alasan yang dapat dijadikan dasar
pertimbangan mengenai dimana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut,dan
Mahkamah Agung juga tidak dapat melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh
Pengadilan Militer dengan telah melampaui batas wewenangnya oleh karena itu permohonan
kasasi Oditur Militer/Pemohon Kasas berdasarkan Pasal 244 Undang-Undang No.8 tahun
1981 (KUHAP) tidak dapat diterima oleh Maelis Hakim, dengan demikian Mahkamah
Agung tidak perlu mempertimbangkan lagi.

Pertanggungjawaban pidana anggota TNI yang melakukan tindak pidana pemalsuan surat
dalam lingkup peradilan militer didasarkan pada terpenuhi atau tidak terpenuhinya unsur —
unsur dalam Pasal 263 KUHP tentang Pemalsuan surat, putusan pengadilan dalam hal ini
Mahkamah Agung yang membebaskan Terdakwa dikarenakan tidak terpenuhinya unsur-

unsur tindak pidana dalam Pasal 263 yang dituntut oleh Oditur kepada Terdakwa.

B. Saran



1. Aparat penegak hukum terutama seorang hakim harus memutuskan perkara yang diadilinya
semata — mata berdasarkan hukum, kebenaran, keadilan serta dengan tidak membeda —
bedakan individu, serta hakim harus mempertimbangkan baik buruknya dan setigp hakim
wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang
diperiksanya dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan, hal ini sesuai dengan
Pasal 2, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 8, dan Pasal 14 Undang — Undang Nomor 48 Tahun 2009

tentang K ekuasaan K ehakiman.

2. Oditur selaku penuntut dalam peradilan militer seharusnya lebih obyektif dan profesional
lagi dalam menuntut suatu perkara yang dilakukan terhadap anggota TNI, jangan sampai
terhadap perkara yang dilakukan terdakwa tidak memenuhi unsur — unsur yang dituntut

berdasarkan pasal yang dijatuhkan terhadap terdakwa.
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